
PEMANFAATAN TIK
DALAM PENANGANAN PERKARA
DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Pusat  Teknologi Inform asi dan Kom unikasi



AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dasar Infrastruktur TIK, 
Persidangan  Ja rak Jauh dan  
Stream ing Persidangan  Mahkam ah
Konstitusi

Sistem Inform asi Penanganan
Perkara Elektronik
(sim pe l.m kri.id )

Website  Mahkam ah Konstitusi,
Case  Tracking dan  Case  Re trieva l

Click MK
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PENDAHULUAN
“Pem anfaa tan Teknologi Inform asi & Kom unikasi
d i Mahkam ah Konstitusi m erupakan sa lah  sa tu
upaya nya ta untuk m ewujudkan Kem udahan
Akses Para  Pihak Dalam Berperkara di MK 
m ela lu i adm inistrasi lem baga peradilan yang 
m odern dan t erpercaya”.



Peradilan m odern adalah pe radilan dengan sistem
kerja be rbasis ICT (informat ion, communicat ion,
and technology), m em iliki mindset dan cultureset
yang m aju te rm asuk di da lam nya committed pada
ICT (integrit y, clean, and t rustworthy):

1. Pe rad ilan dengan sistem kerja be rbasis ICT;
2. Pe rad ilan dengan mindset m aju ; dan
3. Pe rad ilan dengan cultureset yang m em ajukan .



PENGERTIAN ICT2
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TOPOLOGI MAHKAMAH KONSTITUSI



Dukungan 24/7 dari CNI untuk
kebe rlangsungan jaringan
dan koneksi d i MK

Support insta lasi ja ringan

Menggunakan IP Transit agar koneksi
Always ON. Mem iliki fitu r un tuk
m em ilih best pa th  seh ingga akses
website  m enjad i leb ih cepat.

Bandw it h 300 Mbps 
unt uk jar ingan Int ernasional

Bandw it h 1000 Mbps 
unt uk  jar ingan lokal

300
Mbps

1000
Mbps

JARINGAN / KONEKSI INTERNET
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PALOALTO (FIREWALL)

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

ANTI DDOS

MIRRORING SERVER 

Sebagai pintu pertama pencegahan 
serangan ke dalam sistem jaringan

Alat pengecekan dan filtering email MK 
Terhadap Malware, Virus, Spam dll

Perangkat pencegah serangan DDOS yang 
menyebabkan high traffic pada Bandwidth 

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila
Server utama down dapat segera digantikan
Fungsinya oleh server backup   

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bekerja sama
dengan

BSSN
dalam hal

pengamanan

W e b  A p p l i c a t i o n  F i r e w a l l
Untuk melindungi serangan - serangan dari
sisi aplikasi. 

H o n e y p o t
Sistem yang sengaja dijadikan sebagai
umpan untuk penyerang, agar penyerang
tidak dapat masuk ke dalam jaringan
sebenarnya.

S e k u r i t y M o n i t o r i n g ( I D S )
Berfungsi untuk memonitoring serangan
dari luar dan dalam.

S D M personel dari BSSN



PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (offline) a tau
secara daring (online). Dalam hal persidangan secara daring tidak
dapat d ilaksanakan karena adanya sua tu pe ristiwa atau keadaan
yang tidak m em ungkinkan, MK m ene tapkan pe rsidangan
dise lenggarakan secara daring (online).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK
untuk m em eriksa , m engadili, dan m em utus pe rkara konstitusi
yang dia jukan kepada MK dalam sidang pane l a tau sidang pleno
dengan m enggunakan aplikasi konfe rensi video (video
conference) a tau m edia e lektronik la innya yang m em ungkinkan
para pihak dapat sa ling m eliha t, m endengar, dan
be rkom unikasi da lam jaringan pe rsidangan



PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara
daring (online).

b . Efisiensi b iaya dan waktu bagi para pihak.
c. Mem enuhi ke tentuan pe laksanaan pe rsidangan secara

daring (online), d isebabkan pe rsidangan secara luring
(offline) tidak dim ungkinkan untuk dilaksanakan.

d . Mem udahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan
keadilan .

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara te rbuka untuk
um um yang dihadiri o leh Hakim secara luring (offline) dan para
pihak secara daring (online) dan/a tau secara luring (offline)



PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media 

elektronik yang digunakan
3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat

elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan
suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk
kepentingan Persidangan Jarak Jauh

4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di 
Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu
oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau
dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat
pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud
harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya
dikirimkan secara daring (online) a tau m edia  m edia e lektronik
la innya ke MK paling lam bat 1 (sa tu) hari ke rja se te lah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penye lenggaraan Persidangan Ja rak Jauh
disesua ikan dengan perkem bangan teknologi, in form asi, 
dan  kom unikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-ha l yang be lum dia tur da lam Pera turan in i akan diputuskan
dalam Rapat Pe rm usyawara tan Hakim .



PERSIDANGAN VIRTUAL

PERSIDANGAN
ONLINE 

MENGGUNAKAN 
ZOOM

PERSIDANGAN 
SECARA LIVE 

STREAMING DI 
KANAL YOUTUBE
DAN WEBSITE MK

Diakses m ela lu i
Youtube  Mahkam ah 

Konstitusi

Live St ream ing
Diakses m ela lu i

Website Mahkam ah 
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)

01
IT membuat link zoom sesuai jadwal
persidangan dari Kepaniteraan

Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada
para pihak minimal satu hari sebelum
persidangan

02

TAHAP PERSIAPAN



ALUR PERSIDANGAN ONLINE

Para pihak Menyiapkan device  
(laptop/ smartphone/ tab) kemudian join zoom 
melalui link yang sudah dikirimkan sehari
sebelumnya

Host/Co-Host melakukan admit (approve) 
akun zoom para pihak sesuai daftar yang 
diberikan Juru Panggil

Para pihak menunggu Host/Co-
Host melakukan admit (approve) 
di waiting room

1

3

2



• Setelah di admit (approve) para pihak berada pada Main Room  (Ruang Sidang) 

• Kem udian akan dilakukan te st Audio dan Video kepada se luruh para  p ihak, 

se rta d ipe riksa ke lengkapan para  p ihak baik itu Form at  Nam a,  Pakaian, dll .



Selanjutnya di da lam Main Room  (Ruang Sidang) Majelis Hak im

m elakukan proses pe rsidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) 
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI 



NO UNIVERSITAS ALAMAT

1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2 Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 Fakultas Hukum Universitas Batam Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura

9 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah

10 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta

11 Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

12 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14 Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15 Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17 Fakultas Hukum Universitas Khairun Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19 Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145

20 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh

21 Fakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23 Fakultas Hukum Universitas Musamus Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

27 Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah

28 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30 Fakultas Hukum Universitas Riau Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40 Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali

41 Universitas Al Asyariah Mandar Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 
91315

42 Universitas Papua Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314

43 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

44 Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118

45 Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

46 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

47 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

49 Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511

50 Univ. Islam Negeri Maulana Malik Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

51 Nagari Pasie Laweh Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, 
Kode Pos : 26151

52 Desa Balla' Barakkaka ri Galesong Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten
Takalar

53 Desa Bangbang Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM

Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

Kuliah Umum / General Lecture dan 
Symposium Nasional /  International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Perm ohonan dapat d isam paikan kepada Mahkam ah Konstitusi
m e la lu i m edia e lektronik (Permohonan Elek t ronik / Elect ronic
Filing), dan pe rm ohonan e lektronik te rsebut d ianggap dite rim a
se te lah perm ohonan e lektronik te rsebut m asuk ke dalam sistem
kom pute r Mahkam ah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2) 

“Pe rm ohonan e lektronik (elect ronic f iling), se lan ju tnya disebut
pe rm ohonan, ada lah pe rm ohonan m ela lu i m edia e lektronik yang
m em ungkinkan pem ohon untuk m engirim dan m enyam paikan
pe rm ohonannya secara e lektronik kepada Mahkam ah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3) 

“Pe rm ohonan dianggap dite rim a se te lah pe rm ohonan e lektronik
te rsebut m asuk ke dalam sistem kom pute r Mahkam ah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkam ah Konstitusi Nom or 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pem ohon dapat m engajukan pe rm ohonan kepada Mahkam ah:

a . Secara Luring (offline ) a tau;

b . Secara Daring (Online ) a tau m e la lu i m edia e lektronik la innya .

Pasal 11 Ayat (1):

Perm ohonan yang dia jukan oleh Pem ohon tanpa kuasa hukum dapat
d ia jukan secara luring (offline ) a tau daring (online )

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Perm ohonan sebagaim ana dim aksud dalam pasa l 9
aya t (1) d ikuasakan kepada kuasa hukum , Pe rm ohonan wajib diajukan
secara daring (online ).



SIMPEL.MKRI.ID
(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)

SIMPEL m erupakan m edia e lektronik berupa sebuah

Sistem Inform asi Manajem en untuk penerim aan

pe rm ohonan secara e lektronik.

SIMPEL m em berikan akses langsung kepada para

pihak te rhadap pe rkara konstitusi, te rm asuk untuk

m engajukan pe rm ohonan e lektronik secara online

(pe rm ohonan online ).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik,
selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi
manajemen penerimaan permohonan perkara secara
elektronik”



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (sim ple .m kri.id ) Mahkam ah Konstitusi ada lah ap likasi berbasis

web un tuk m enerim a perm ohonan e lektron ik secara on line dan rea l-tim e (seke tika),

seh ingga saa t pe rm ohonan e lektron ik sudah dia jukan m elalu i lam an sim ple .m kri.id ,

m aka pada saa t itu juga pe rm ohonan e lektron ik te lah m asuk ke dalam sistem

kom pute r Mahkam ah Konstitusi.



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Untuk m enga jukan perm ohonan m ela lu i ap likasi SIMPEL,
te rleb ih dahulu m em bua t akun dengan m eng-klik “Pendafta ran Login  Baru” 



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Isi data sesua i form  pendafta ran akun kem udian klik tom bol “Registe r”
Kem udian cek em ail un tuk m engaktifkan akun yang te lah dibua t. 



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Klik link yang d ibe rikan oleh  system  untuk aktifasi akun yang te lah dibua t. 



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Setelah login untuk pertam a ka li use r
akan dia rahkan ke ha lam an profil
un tuk m elengkapi da ta akun.

Se te lah da ta akun sudah lengkap m aka
langkah se lan ju tnya un tuk penga juan
perm ohonan baru dapa t d iakses



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Setelah da ta akun atau profil se lesa i
m aka akan dia rahkan ke ha lam an
dashboard .

Kem udian klik m e nu PUU atau SKLN
atau PHPU atau PHP Ke pa la Daerah
untuk penga juan pe rm ohonan sesua i
jen is perm ohonan yang he ndak
dia jukan .



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Step 1 : Mengisi Pokok Perm ohonan



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Step 2 : Melengkapi identita s Pem ohon dan Kuasa Hukum



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Step 3 : Melengkapi Dokum en Terka it



Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

TTPO (Tanda Terim a Penga juan Perm ohonan Online )



WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



JADWAL SIDANG



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



MENU DAN PORTAL PILIHAN



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



CASE TRACKING



CASE TRACKING



CASE TRACKING



CLICK MK



CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH
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